
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEI{YUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 1 7/ PMK.09 I 2O1 9 tentang Pedoman

Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern

atas Pelapor€rn Keuangan Pemerintah Pusat untuk
mendukung proses penJrusunan Laporan Keuangan

Tahun 2025 Unaudited;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor L7 |PMK.O9l2OL9 tentang Pedoman

Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern

atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib

dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk
mendukung pen5rusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 232 /PMK.OS / 2022 tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Instansi;

d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud,

dipandang perlu untuk membentuk Tim Pen5rusun

dan Tim Penilai PIPK;

e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pen5rusun

dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada

huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan
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Mengingat

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Konawe Utara;

1. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2OO3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keua:rgan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OLT Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 2Ot7 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a6Hl;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

48eo);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Ta-hun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol3 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ot3 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 54231 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50

Tahun 2Ol8 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 626714

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 IPMK.O9 l2OI9
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pr,rsat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL9 Nomor 193);

1O. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

277 /PMK.OS|2O22 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

232|PMK.OS|2O22 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 14521;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.OSl2021 tentang Pelaksanaan Sistem

SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l

Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023
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tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 17l /PMK.OS /2021 tentang Pelaksanaan

Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 1063);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025

Nomor 3a7l;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan

Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

4721 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun

2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang

Perencanaan Angg ar att, Pelaksanaan Anggar€ul, serta

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor a09);

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2O2O tentangT\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 2L Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 14 Tahun 2O2O tentang T\.rgas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Frovinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8261;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraa.n Sistem Pengendalian
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Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor l72l;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor lO27

Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG TIM

PEI{YUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALI.AN INTERN

ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA.

Membentuk Tim Pen5rusun dan Tim Penilai PIPK dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan Lampiran II Keputusan y€rng merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pen5rusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertugas:

a. Men5rusun jadwal dan kebutuhan sumber daya

penilaian; dan

b. Menerapkan PIPK sepanjang waktu dan

mendokumentasikannya.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas:

a. T\rgas dan tanggung jawab Tim Penilai Tingkat

UAPA/UABUN dan Tim Penilai adalah membantu

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pengguna Anggaran serta

Penanggungiawab Unit Akuntansi lingkup BUN untuk
memantau implemenetasi PIPK dan meningkatkan

kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan

keuangan;

b. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
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c. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas

rekomendasi;

d. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai Tingkat

UAPPA-W/UAKKPA BUN/UAKBUN-Kanwil sebagai

dasar pembuatan / pernyataan tanggungi awab; dan

e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan

diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara

Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu

pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA,

MUHAMMAD HARIS

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

*,
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG TIM PEI{YUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN

KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN

UMUM I(ABUPATEN KONAWE UTARA

TIM PEI{YUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

u dan Hukum,

.)

NO NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM

1 Israwati, S.Si Kasubag Keuangan, IJmum dan Logistik

2 Muh. Rifqi Zulfikar, S.E.
Bendahara Pengeluaran / Operator SAKTI

Modul GL Pelaporan & Komitmen

Andi Panji Soelystiawan
Noviatma, S.SI

Operator SAKTI Modul Aset & Persediaan

4 Rindy, S.T. Staf Pengelola Keuangan

3.
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN

KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE UTARA,

MUHAMMAD HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

ttd.

NO NAMA KEDUDUKAN DALAM TIM

1 Israwati, S.Si Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

2 Upik Sri Rahayu, S.E. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi

3 Bahruddin, S.Si Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas

4 Nasrullah, S.E., M.Si Kasubag Hukum dan SDM

l<
*

Pemilu dan Hukum
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